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PERATURAN PEMITRINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOL 7u TAHLiI\ 20 i0

.IENTANG

PERUBAHAN ATAS PERA'fURAN PEMERII\TAI{ NOMOR 59 TAHUN 2OO7

TENTANG I(EGIATAN USAHA PA]\AS BUMI

DENGAI\ RAHIvIAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI IIEN IIEPrJ BLIIi INDON ESIA,

Mer rimbang i:'. bahu,a I<ebuuuhan penyecliaan renaga Iistrik cenderung
menir-igk:rt r;e hrngqa perlu rneningkatlcarr ketersediaan
tenaga Iistrik,

b. barhu'a L'nergr paitir.s bumi i,icitrlah salah satu sLlmber energr
)'anB claltat ctigunakan lrntuk peni,ediaan tenaga listrik
sehir'rgga pc-r'lr-r r:remberikan kesemltatan yang lebih Iuas
bagr badarn usaher ),ang melitkurkan kegiatan usaha panas
bumi nntuk pcrryectraalt tenaga. hstnk;

c, bahrva keLerrLLlat) ittcngenai jangka r,r,aktu pengembalian
1aril6-r,3[ keryrt sc.bargaimana climaksr-rd dalam Pasal 86
Peraturarr Pcrnerintah Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang
I(egratarr Usalra Panas Bur-rri beir-rm memberikan waktu
)'ang culi.up r-,irgi bitdan usaha yang mclakukan kegiatan di
bidang rrsal:rt parlas bumr untuk rnelakukan l<egiatan
eksplorttrsr s.'Iringga .;angka t,akrLlnvii perlu diperpanjang;

d. bahr,va bcrdr.serrkan pertimbarngan sebagaimana dimaksucl
pada ltlrruf '_r, htrruf b, clan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Pt'merintzrh tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah IIomor 5!) Tahun 2oo7 ientang I(egiatan Usaha
Pzrnas Br-rmr;

1. Pasal 5 a)'rrl '\'4 Ur-rclarrg-Urrclang Dasar Negara Republik
lndonc.si.i 'l'a. run l9-15;

2. Unciang-Ur-rci.ulg lrronror '27 Tarhtrn 2oo3 tentang panas
Burni (L.'m[-rrrran Ncgara Repr-rbli]r Inclonesia Tahun 2oo3Nomor 1 i 5 'l'rtr,bahan Lembaran Negara Republik
Irrclorre sirt i\r;.rror .1327);

Meng;ngat

3. Peraturan .
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3. Peraturan Pcmerintah Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang
Kegiatan Uszrha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tarhun 2OO7 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a777);

}\,{EMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN PIIMERINTAH TtrNTANG PERUBAHAN
PERATURAN ]'IIMEITINTAH NOMOR 59 TAHUN
TENTANG KtrC}]iViU,N USAHA PANAS BUMI.

ATAS
2007

Pasal I

Ketentuan Pasai 86 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2OO7 tentang Ki:giatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indor.resia Tahun 2OO7 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negai:a Rcpublik Indonesia Nomor 47771, diubah
sebagai berikut:

"Pasal 86

Dalam hal pcmegang kuasa, tzin, dan/atau kontrak
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 85 belum melakukan
kegiatan eksplcitasi dalam wilayah kerjanya sampai dengan
tanggal 31 l)esr:mber 2OL4, pemegang kuasa, izin, dan latau
kontrak wa.jib r-rengembalikan r,vilayah kerja tersebut kepada
Pemerintah."

Pasal II

Peraturan Pen:erintah
diundangkern.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pJngundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
perrempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diun n di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN I-IAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

rtd

PATRiALIS AKBAR

LEMBARAN I\EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR I2I

Salinan sesuai dengarr aslinya
SEKRETAR.IAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
nomian dan Industri,
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PENJELASAN

A'IAS

PERATURAN I'EMItrRINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 201O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PtrMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2OO7

TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

I" UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 i)craturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2OOT tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi bahwa keberadaan kuasa, izin,

dan kontrak di bidang usaha panas bumi sebelum adanya Peraturan

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OO7 dinyatakan masih tetap berlaku sampai

dengan masa kuasa, tzin, dan kontrak tersebut berakhir.

Na berdasarkan ketcntuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2OO7 jika dalam batas waktu paling lambat sampai dengan tanggal

2L Oktober 2010 badan usaha yang bersangkutan belum melakukan
kegiatan eksploitasi, wilayah kerjanya wajib dikembalikan kepada
Pemerintah.

Dalam kenyataanya, belum dilaksanakan kegiatan eksploitasi oleh badan
usaha disebabkan oleh permasalahan birokrasi dalam penerbitan
rekomendasi dan perizinan cii bidang pengusahaan panas bumi sehingga
badan usaha tidak dapat melaksanakan kegiatan eksploitasi sampai batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal g6 peraturan
Pemet'intah Nomor 59 Tahun 2ooz. Har ini dapat menganggu upaya
Pemerintah menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan listrik
masyarakat.

Untuk memberikan kepastiarn hukum dan menjamin ketersediaan dan
terpenuhinya kebutuharr listrik masyarakat bagi badan usaha dipandang
perlu untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan wilayah kerja,
sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal g6.

II.PASAL...
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal i
Cukup jelas

Pasal ,ll

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5163
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